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Abstract. This study aims to analyze the effectiveness of collaborative governance between PDAM Kota Surabaya
and PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) in improving drinking water services. The main research question is
how this collaborative governance is implemented and what factors influence its effectiveness. Collaborative
governance, according to Ansell and Gash's theory, is a joint decision-making process involving public and
private sectors to achieve common goals. This approach enables synergy between government and private
companies in addressing resource limitations. The research method used is a qualitative approach with a case
study, through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. The results show that this
collaboration improves the efficiency of clean water distribution, although there are challenges such as differing
objectives and resource allocation. Factors such as trust, commitment, and effective communication play a crucial
role in the success of the collaboration. The implications of this study highlight the importance of inclusive
institutional planning and policy design that supports cross-sector collaboration to strengthen public service
provision. This research contributes to the development of the collaborative governance concept in the drinking
water supply sector and provides recommendations for government and private sectors to improve the quality of
clean water services for the wider community.
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas collaborative governance antara PDAM Kota
Surabaya dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dalam meningkatkan layanan air minum. Rumusan masalah
utama adalah bagaimana implementasi tata kelola kolaboratif ini dan faktor-faktor yang mempengaruhi
efektivitasnya. Collaborative governance, menurut teori Ansell dan Gash, adalah proses pengambilan keputusan
bersama yang melibatkan sektor publik dan swasta untuk mencapai tujuan bersama. Pendekatan ini
memungkinkan sinergi antara pemerintah dan perusahaan swasta dalam menghadapi keterbatasan sumber daya.
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus, melalui wawancara
mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi ini
meningkatkan efisiensi distribusi air bersih, meskipun terdapat tantangan berupa perbedaan tujuan dan alokasi
sumber daya. Faktor seperti kepercayaan, komitmen, dan komunikasi efektif memainkan peran penting dalam
keberhasilan kolaborasi. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya perencanaan kelembagaan yang inklusif
dan desain kebijakan yang mendukung kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat penyediaan layanan publik.
Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan konsep collaborative governance dalam sektor penyediaan air
minum serta memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan sektor swasta untuk meningkatkan kualitas layanan
air bersih bagi masyarakat luas.

Kata kunci: Collaborative governance, air minum, PDAM.

1. LATAR BELAKANG

Air bersih adalah kebutuhan dasar yang krusial bagi kesehatan dan kesejahteraan
masyarakat. Namun, di Indonesia, akses terhadap air minum perpipaan masih sangat terbatas.
Data terbaru menunjukkan bahwa hanya 19,6% masyarakat Indonesia yang terlayani oleh
jaringan perpipaan air bersih (Syah, 2024). Kondisi ini menuntut upaya kolaboratif antara

pemerintah dan sektor swasta untuk meningkatkan layanan air minum. Pemerintah Indonesia
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telah menetapkan target ambisius untuk mencapai 100% akses air minum perpipaan pada tahun
2045 (Oktavianus, 2024). Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan kolaborasi antara berbagai
pemangku kepentingan, termasuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI). PT SMI berperan
sebagai katalis dalam percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk penyediaan air minum,
melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

PDAM Surya Sembada Kota Surabaya saat ini berperan vital dalam penyediaan air bersih
bagi masyarakat kota dengan kapasitas distribusi mencapai sekitar 10.830 liter per detik.
Layanan PDAM Surya Sembada mencakup sekitar 528.216 sambungan rumah (SR) atau
sekitar 92,65% dari total kebutuhan rumah tangga di Surabaya. Air baku yang digunakan
berasal sebagian besar dari aliran Kali Surabaya, yaitu bagian hilir Sungai Brantas, yang
menyediakan sekitar 97% kebutuhan air baku, sementara sisanya berasal dari 17 sumber mata
air lainnya (Persada & Purnomo, 2018). Dalam operasionalnya, PDAM Surya Sembada
memiliki beberapa Instalasi Pengolahan Air (IPA) di antaranya IPAM Karang Pilang dan
IPAM Ngagel, yang masing-masing memiliki kapasitas produksi berbeda: IPAM Karang
Pilang I, II, dan III mampu memproduksi hingga 5.950 liter per detik, sementara IPAM Ngagel
I, 11, dan III memiliki kapasitas produksi sebesar 4.550 liter per detik. Hal ini memungkinkan
PDAM untuk menyalurkan air ke mayoritas wilayah di Surabaya, meski tingkat kehilangan air
masih berkisar di angka 24,79% akibat kebocoran dan inefisiensi lainnya (Riyanto & Wardoyo,
2018). Kualitas air yang dihasilkan menjadi perhatian serius mengingat berbagai faktor
lingkungan, termasuk polusi di Kali Surabaya yang berdampak pada kualitas air baku. Upaya
pengendalian kualitas air di IPAM dilakukan menggunakan metode statistik seperti grafik
kendali Max-MCUSUM untuk memastikan parameter-parameter kualitas seperti kekeruhan,
kandungan zat organik, dan residu klorin tetap terjaga. Proses pengolahan yang ketat ini,
terutama di IPAM Ngagel, mengindikasikan perlunya peningkatan kapabilitas produksi untuk
menjaga standar air bersih yang dapat didistribusikan secara optimal kepada masyarakat
Surabaya (Afandy, 2019).

Kolaborasi antara PDAM Kota Surabaya dan PT SMI menjadi studi kasus yang menarik
dalam implementasi collaborative governance untuk meningkatkan layanan air minum.
Collaborative governance adalah proses pengambilan keputusan kolektif yang melibatkan
berbagai aktor dari sektor publik dan swasta untuk mencapai tujuan bersama (Dewi, 2019).
Dalam hal ini, kolaborasi antara PDAM dan PT SMI diharapkan dapat mengatasi keterbatasan
sumber daya dan meningkatkan efisiensi layanan air minum. Penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis efektivitas collaborative governance antara PDAM Kota Surabaya dan PT SMI
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dalam upaya peningkatan layanan air minum. Rumusan masalah yang diangkat adalah
bagaimana implementasi collaborative governance antara PDAM Kota Surabaya dan PT SMI,
serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas kolaborasi tersebut. Penelitian
terdahulu menunjukkan bahwa collaborative governance dapat meningkatkan efektivitas
penyediaan layanan publik, termasuk air minum.

Penelitian (Sabrina et al., 2024) mengungkapkan pentingnya kolaborasi antara
pemerintah dan sektor swasta dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
di Kota Batam. Penelitian ini menyoroti bagaimana BP Batam, melalui kerja sama dengan PT
Air Batam, menghadapi tantangan dalam mengelola air bersih di kota tersebut. Sabrina
menggunakan teori proses collaborative governance yang dikembangkan oleh Ansell dan
Gash, yang mencakup tahapan mulai dari kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain
kelembagaan, hingga proses kolaborasi itu sendiri. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun
terdapat upaya untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, sektor
swasta, akademisi, dan LSM, implementasi kerja sama ini masih terhambat oleh ketidakjelasan
dalam dokumen legal formal, seperti Memorandum of Understanding (MoU), yang
mengurangi efektivitas kolaborasi. Penelitian (Setiawan et al., 2022) mengkaji faktor-faktor
yang mempengaruhi efektivitas collaborative governance dalam kerjasama pemerintah dan PT
AETRA dalam penyediaan air minum di Kabupaten Tangerang. aktor-faktor yang
mempengaruhi efektivitas kolaborasi antara pemerintah dan PT AETRA dalam penyediaan air
minum di Kabupaten Tangerang diperhatikan dengan lebih mendalam. Setiawan menemukan
bahwa tantangan utama dalam kolaborasi ini adalah perbedaan tujuan antara pemerintah daerah
dan perusahaan swasta, serta ketidaksesuaian alokasi sumber daya dan kewajiban dalam
kerangka kerja sama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang
mengkombinasikan wawancara mendalam dan analisis dokumen untuk menilai bagaimana
peran masing-masing pihak dalam mencapai hasil yang optimal. Menurut Setiawan, meskipun
ada potensi yang besar dalam kolaborasi ini, kesulitan dalam pengelolaan sumber daya,
pembagian risiko, dan perbedaan visi tetap menjadi penghalang utama. Selanjutnya, penelitian
(Fathano, 2019) menyoroti pentingnya desain kelembagaan yang inklusif dan komprehensif
untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta. Rahmawati
berfokus pada bagaimana aspek-aspek seperti komunikasi yang efektif, pembagian tanggung
jawab yang jelas, serta dukungan kebijakan dari pemerintah pusat dapat mempengaruhi
keberhasilan kolaborasi dalam menyediakan air bersih yang merata. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa meskipun ada banyak kemajuan dalam integrasi antara sektor publik dan
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swasta, tantangan utama tetap terletak pada pengaturan kelembagaan dan regulasi yang masih
belum cukup fleksibel dalam menjawab dinamika pasar dan kebutuhan masyarakat.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data akan
dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen
terkait. Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk memahami
dinamika kolaborasi antara kedua institusi tersebut. Penelitian ini menggunakan kerangka teori
collaborative governance yang menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah, sektor
swasta, dan masyarakat dalam penyediaan layanan publik (Suyeno et al., 2024). Hipotesis yang
diajukan adalah bahwa implementasi collaborative governance antara PDAM Kota Surabaya
dan PT SMI efektif dalam meningkatkan layanan air minum, dengan faktor-faktor seperti
kepercayaan, komitmen, dan komunikasi yang baik sebagai penentu utama efektivitas
kolaborasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam
pengembangan konsep collaborative governance di sektor penyediaan air minum, serta
memberikan rekomendasi praktis bagi peningkatan layanan air minum melalui kolaborasi

antara pemerintah dan sektor swasta.

2. METODE PENELITIAN

Untuk metode penelitian pada studi kolaboratif ini, desain penelitian kualitatif berbasis
studi kasus digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang proses governance
kolaboratif dalam penyediaan air minum. Penelitian ini melibatkan analisis multi-stakeholder
dan partisipasi dari berbagai entitas terkait, termasuk pemerintah, badan usaha milik daerah
(BUMD), sektor swasta, dan masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi dinamika
kolaborasi antar-stakeholder, terutama dalam konteks distribusi sumber daya dan penentuan
kebijakan yang inklusif.

Dalam tahap pengumpulan data, metode wawancara mendalam digunakan sebagai alat
utama, ditambah dengan observasi langsung dan studi dokumen kebijakan terkait. Analisis
jaringan sosial (social network analysis) juga diaplikasikan untuk memetakan hubungan serta
peran dari setiap stakeholder dalam kerangka kerja kolaboratif ini. Penerapan metode ini,
seperti yang disarankan oleh penelitian (Rojas et al., 2020), bermanfaat untuk mengidentifikasi
peran dan pengaruh stakeholder kunci yang mendukung keberlanjutan pengelolaan air di
Surabaya. Dengan cara ini, data dapat menunjukkan kekuatan dan kelemahan jaringan
kolaboratif serta mengidentifikasi celah dalam kapasitas adaptif stakeholder untuk menghadapi

tantangan manajemen air di masa depan (Fitchett & Thesis, 2019).
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Untuk analisis data, temuan dari wawancara dan observasi ditranskripsikan dan dianalisis
menggunakan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola-pola kolaborasi dan faktor-
faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau tantangan dalam implementasi governance
kolaboratif. Penggunaan metodologi ini relevan dengan studi-studi terdahulu dalam
manajemen sumber daya air yang kompleks, terutama di daerah-daerah dengan kepentingan

stakeholder yang beragam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pendekatan Kolaboratif dan Kerjasama Multipihak

Pendekatan collaborative governance atau tata kelola kolaboratif sangat relevan untuk
proyek infrastruktur seperti layanan air minum karena kompleksitasnya yang membutuhkan
sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), dan sektor
swasta, termasuk PT SMI. Dalam konteks ini, PT SMI berperan sebagai fasilitator pendanaan
sekaligus mitra pemerintah untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan dan daya saing PDAM.
Pendekatan ini sejalan dengan temuan (Parlindungan et al., 2022) yang mengidentifikasi faktor
risiko kritis dalam proyek kerjasama publik-swasta (PPP) pada penyediaan air minum. Aspek
aspek regulasi dan keuangan menjadi kunci keberhasilan PPP dalam memastikan investasi
yang berkelanjutan serta pengelolaan yang efisien. Kolaborasi ini memungkinkan pemerintah
dan PDAM untuk berbagi risiko dengan mitra swasta, sambil mengoptimalkan keahlian dan
sumber daya mereka demi mencapai hasil yang optimal.

Lebih lanjut, pengelolaan risiko dan aspek institusional dalam skema PPP sangat krusial
untuk mengatasi kendala finansial maupun teknis yang sering muncul pada proyek infrastruktur
air bersih. Seperti yang dijelaskan oleh (Liu et al., 2022), kemitraan dengan sektor swasta
seperti PT SMI menyediakan dukungan tambahan baik dalam hal teknologi maupun keuangan
yang dibutuhkan oleh infrastruktur dengan investasi tinggi seperti sistem distribusi air minum.
Skema PPP yang efektif dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan kualitas
layanan melalui sinergi antara pemerintah dan swasta (Nwokediegwu et al., 2024). sehingga
peran PT SMI sebagai fasilitator sekaligus mitra pemerintah sangat membantu dalam
memperkuat PDAM. Sinergi ini memungkinkan PT SMI dan pemerintah untuk menciptakan
peningkatan layanan yang lebih berkelanjutan serta dapat diandalkan bagi masyarakat luas.
Peran Infrastruktur dalam Peningkatan Pelayanan

PT SMI dan PDAM Kota Surabaya memainkan peran penting dalam perencanaan dan
pembangunan infrastruktur air yang berkelanjutan dan inklusif. Kolaborasi ini memungkinkan

sistem distribusi air yang lebih efisien dan terjangkau, sehingga dapat memperluas cakupan
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layanan bagi masyarakat. Studi oleh (Shambaugh & Joshi, 2021) mengungkapkan bahwa
kemitraan publik-swasta (PPP) di sektor air membantu mengatasi berbagai tantangan teknis
dan finansial. Dalam konteks ini, kemitraan PDAM dan PT SMI tidak hanya mendorong
penguatan infrastruktur fisik namun juga mengurangi beban operasional yang biasanya
ditanggung oleh pemerintah lokal.

Selain itu, penelitian (Kim & Choi, 2023) menyoroti bahwa dukungan teknologi canggih
dalam skema PPP dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dan pemeliharaan
infrastruktur air. Hal ini selaras dengan laporan “Infrastructure for Inclusive Economic
Development Volume 2: Case Studies of Accelerated Projects,” 2023, yang menekankan
bahwa peningkatan infrastruktur air mendorong perkembangan ekonomi yang inklusif. Melalui
dukungan finansial dan teknis dari PT SMI, PDAM Surabaya mampu memperbaiki jaringan
distribusi yang sudah ada dan memperluas akses bagi masyarakat, yang berkontribusi pada
peningkatan kesejahteraan dan daya saing ekonomi lokal.

Manajemen Risiko dan Pendekatan Berbasis Proyek

Penelitian ini mengidentifikasi bahwa manajemen risiko adalah tantangan utama dalam
proyek kolaboratif di sektor air, terutama dalam menjaga kualitas air baku yang terpengaruh
oleh polusi. PDAM Surabaya, yang memiliki fasilitas pengolahan air seperti IPAM Karang
Pilang dan IPAM Ngagel, berupaya menjaga standar kualitas air dengan melakukan proses
pengolahan yang komprehensif. Namun, tantangan utama adalah tingginya tingkat kebocoran
air akibat inefisiensi operasional, yang tercatat mencapai 24,79%. Tingkat kebocoran ini tidak
hanya menunjukkan adanya kehilangan sumber daya, tetapi juga memengaruhi efisiensi dan
kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Untuk mengatasi tantangan ini, PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) berperan dengan
menawarkan solusi berbasis teknologi dan pendekatan manajemen risiko yang adaptif. Solusi
ini mencakup metode pengelolaan risiko yang berfokus pada pengurangan kebocoran serta
peningkatan kualitas dan efisiensi sistem distribusi air. (Utaberta et al., 2013) menjelaskan
bahwa pendekatan berbasis proyek dalam pembelajaran memungkinkan perusahaan air seperti
PDAM untuk menghadapi tantangan kompleks, seperti kebutuhan air di daerah perkotaan,
secara lebih efektif. PT SMI menyediakan dukungan teknis dan keuangan yang berperan
penting dalam mengatasi masalah-masalah tersebut, sekaligus mendorong inovasi yang
berkelanjutan.

Proyek kerja sama pemerintah dan badan usaha (public-private partnership atau PPP) di
sektor air di negara berkembang menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan kualitas

layanan serta akses terhadap air bersih. Namun, keberhasilan PPP sangat bergantung pada
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dukungan regulasi yang solid, transparansi kontrak, serta kemampuan institusi lokal untuk
menegakkan standar layanan yang konsisten (Matsumoto et al., 2021). Sebagaimana yang
diungkapkan oleh (Brisbois & de Loé, 2016), PPP yang efektif menekankan pada transparansi
dalam pengelolaan kontrak dan kerangka kelembagaan yang kokoh untuk mendukung
kolaborasi antara sektor publik dan swasta.

Dengan adanya teknologi dan sistem pemantauan berbasis data, kolaborasi ini
memungkinkan pembagian risiko keuangan dan lingkungan yang lebih efisien. Teknologi
tersebut juga memungkinkan adanya pemantauan kualitas dan kinerja layanan secara real-time,
sehingga dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber daya air dan menjamin kualitas layanan
yang lebih baik. Studi dari (Dewanto et al., 2024) menegaskan pentingnya kolaborasi yang erat
antara sektor publik dan swasta dalam memastikan bahwa proyek-proyek di sektor air dapat
berjalan dengan efisien, berkelanjutan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Pengaruh Faktor Kelembagaan dalam Implementasi Collaborative Governance

Implementasi collaborative governance atau tata kelola kolaboratif memerlukan desain
kelembagaan yang inklusif serta pengaturan dokumen legal formal, seperti Memorandum of
Understanding (MoU), untuk memperjelas peran dan tanggung jawab masing-masing pihak
yang terlibat. Dalam konteks kolaborasi antara Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan
PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), faktor kelembagaan ini menjadi krusial guna
meningkatkan akuntabilitas dan transparansi proses kerja sama. Desain kelembagaan yang
jelas dan MoU yang kuat menjadi landasan penting dalam mengurangi potensi konflik dan
memastikan bahwa kolaborasi berjalan dengan efektif.

Studi menunjukkan bahwa kelembagaan yang efektif dapat berfungsi sebagai alat untuk
mengelola konflik, terutama ketika terdapat perbedaan tujuan antara entitas pemerintah daerah,
sepertt PDAM, yang memiliki kewajiban pelayanan publik, dan PT SMI yang berorientasi pada
efisiensi dan pengembalian investasi. Kolaborasi antara sektor publik dan swasta sering kali
menghadapi kendala dalam penegakan kontrak karena kurangnya pemahaman kelembagaan
yang saling menguntungkan. Dengan adanya MoU dan perjanjian formal lainnya, pihak-pihak
yang terlibat dapat memiliki pedoman yang jelas, meminimalisir konflik, dan diarahkan untuk
mencapai target dengan lebih efisien (Nurmayasari et al., 2024).

Selain itu, kapasitas kelembagaan juga mencakup sumber daya relasional, pengetahuan,
dan kapasitas mobilisasi yang penting untuk mencapai kebijakan air yang berkelanjutan.
(Ariffin et al., 2024) menemukan bahwa ketiga elemen ini memainkan peran sentral dalam
keberhasilan tata kelola kolaboratif. Sumber daya relasional mendukung terciptanya hubungan

yang saling percaya antara pihak-pihak yang bekerja sama, sementara pengetahuan menjadi
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dasar bagi pemahaman bersama mengenai isu-isu dan solusi dalam kebijakan air. Kapasitas
mobilisasi memastikan bahwa setiap pihak mampu memanfaatkan sumber daya yang dimiliki
secara optimal untuk mencapai tujuan bersama. Studi ini menegaskan pentingnya elemen-
elemen ini dalam mendukung struktur kelembagaan yang dinamis, yang diperlukan untuk
kolaborasi yang efektif dan berkelanjutan dalam sektor pelayanan publik seperti pengelolaan
air.

Kompleksitas Operasional dan Tantangan Lingkungan

Faktor lingkungan, terutama polusi di sumber air baku, merupakan tantangan signifikan
dalam pengelolaan air di Surabaya. Kali Surabaya, yang menjadi sumber utama air bagi
PDAM, sering kali terpapar berbagai bentuk pencemaran, baik dari limbah domestik maupun
industri. Kontaminasi ini berdampak langsung pada kualitas air yang akan disalurkan kepada
masyarakat, sehingga memerlukan perhatian khusus dalam pengelolaannya. Kolaborasi antara
PDAM Surabaya dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) tidak hanya berkutat pada
aspek pendanaan, tetapi juga melibatkan komitmen yang kuat dalam upaya peningkatan
kualitas air. Salah satu langkah inovatif yang diterapkan adalah pengenalan teknologi
pengolahan air yang lebih canggih, dirancang untuk melakukan pengendalian kualitas secara
real-time dan terukur. PT SMI, sebagai mitra strategis, berperan penting dalam mendukung
penerapan sistem kendali kualitas berbasis data, yang memungkinkan deteksi dini terhadap
perubahan parameter kualitas air.

Salah satu teknologi yang diimplementasikan adalah sistem kendali kualitas air berbasis
statistik menggunakan metode Max-MCUSUM, yang diterapkan di Instalasi Pengolahan Air
Minum (IPAM) Ngagel. Metode ini memungkinkan pemantauan berkelanjutan terhadap
parameter-parameter kritis kualitas air, seperti tingkat kekeruhan dan kadar zat organik, untuk
memastikan kualitas air yang didistribusikan tetap berada dalam batas aman. Max-MCUSUM
berfungsi sebagai alat deteksi dini, yang sangat berguna dalam merespons perubahan kualitas
air secara cepat sebelum menciptakan dampak yang lebih luas. Penelitian yang dilakukan oleh
(Feng et al., 2023) menegaskan pentingnya pendekatan pemantauan berbasis data ini, terutama
dalam konteks wilayah perkotaan yang rentan terhadap degradasi sumber daya air. Dengan
menggunakan teknologi pemantauan data secara kontinu, potensi polusi dapat diidentifikasi
lebih awal, sehingga memungkinkan tindakan korektif dilakukan dengan cepat dan efisien. Hal
ini bukan hanya berfungsi untuk menjaga keberlanjutan sumber air, tetapi juga meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan air bersih yang disediakan oleh PDAM.
Kolaborasi PDAM dan PT SMI ini menggarisbawahi pendekatan modern dalam pengelolaan

air, di mana penggunaan metode kendali kualitas statistik, seperti Max-MCUSUM, menjadi
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bagian integral dari sistem manajemen kualitas air. Dengan menerapkan strategi ini, Surabaya
diharapkan dapat menjaga stabilitas kualitas air minum bagi warganya, serta menjamin
keberlanjutan sumber air baku di tengah tantangan lingkungan yang kian meningkat.

Menurut Ansell dan Gash, collaborative governance adalah suatu rangkaian pengaturan
di mana satu atau lebih lembaga publik melibatkan para pemangku kepentingan non-
pemerintah secara langsung dalam proses kebijakan. Proses ini bersifat formal, deliberatif, dan
berorientasi pada konsensus, dengan tujuan untuk merumuskan atau melaksanakan kebijakan
publik, atau mengelola program dan aset publik. Ansell dan Gash berpendapat bahwa
collaborative governance adalah proses kolaboratif yang melibatkan beberapa lembaga publik
bersama pihak pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam menyusun
keputusan kebijakan guna menyelesaikan permasalahan publik. Model Collaborative
Governance yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash menyatakan bahwa kolaborasi ini
dipengaruhi oleh beberapa faktor awal. Faktor-faktor tersebut meliputi adanya kepentingan dan
visi bersama di antara para pemangku kepentingan, sejarah kolaborasi di masa lalu, adanya
sikap saling menghormati, kepercayaan antarpihak, serta kesenjangan dalam hal kekuasaan,
sumber daya, dan pengalaman di antara pihak-pihak yang terlibat (Molla et al., 2021).

Teori collaborative governance yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash memberikan
kerangka kerja yang relevan dalam memahami kolaborasi sektor publik dan swasta, seperti
terlihat pada hubungan antara PDAM Kota Surabaya dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Model ini terdiri dari tiga fase utama: pembentukan kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif,
dan proses kolaborasi yang terstruktur, yang semua berperan penting dalam mencapai
keberhasilan kolaborasi. Pertama, fase kondisi awal mencakup faktor-faktor seperti motivasi,
sejarah interaksi sebelumnya, dan ketergantungan antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam
kasus PDAM Surabaya dan PT SMI, kondisi awal terbentuk dari kebutuhan yang mendesak
untuk meningkatkan akses air bersih bagi masyarakat. Kedua pihak menghadapi tantangan
bersama, termasuk keterbatasan infrastruktur dan kebutuhan pembiayaan, yang menciptakan
landasan bagi kemitraan ini. Dengan latar belakang ini, kondisi awal terbentuk secara kondusif
untuk memfasilitasi kerjasama yang berfokus pada pencapaian tujuan bersama. Fase
berikutnya, kepemimpinan fasilitatif, sangat penting dalam memastikan sinergi dan konsistensi
antara aktor yang terlibat. Dalam kolaborasi PDAM dan PT SMI, kepemimpinan fasilitatif
diwujudkan melalui perjanjian formal, seperti Memorandum of Understanding (MoU), yang
menjabarkan peran dan tanggung jawab masing masing pihak. MoU ini berfungsi sebagai
panduan untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi, serta membantu memfokuskan kedua

belah pihak pada tujuan utama yaitu penyediaan air bersih yang merata di Surabaya.
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Kepemimpinan yang baik di sini menciptakan suasana kolaborasi yang mendukung
kepercayaan dan komitmen antar pihak. Proses kolaborasi yang terstruktur adalah fase terakhir
dan mencakup mekanisme pembagian sumber daya, kebijakan pendukung, serta komunikasi
yang konsisten. Penelitian oleh (Pahl-Wostl, 2017) menunjukkan bahwa kolaborasi antara
sektor publik dan swasta, jika didukung oleh pembagian peran yang efektif dan kebijakan yang
kuat, dapat meningkatkan kinerja layanan publik. Dalam kasus ini, PDAM Surabaya, dengan
dukungan PT SMI, berhasil memperluas cakupan layanan air minum hingga 92,65% dari total
kebutuhan rumah tangga di Surabaya. Dukungan infrastruktur dari PT SMI memungkinkan
perluasan jaringan distribusi, sehingga PDAM dapat mengoptimalkan pengelolaan air untuk
meningkatkan akses dan keberlanjutan layanan.

Pendekatan collaborative governance ini selaras dengan literatur yang menekankan
pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mengatasi tantangan teknis dan operasional, terutama
di sektor infrastruktur air. Studi (Susnik, 2016) dan (Hueskes et al., 2017) menyoroti bahwa
keberhasilan proyek infrastruktur berkelanjutan memerlukan indikator-indikator keberlanjutan
yang memungkinkan evaluasi dan adaptasi proyek secara berkesinambungan. Indikator
keberlanjutan ini juga relevan dalam kolaborasi PDAM Surabaya dan PT SMI, yang
memungkinkan pengukuran dan peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten. Meskipun
demikian, cakupan layanan yang mencapai 92,65% ini masih menyisakan tantangan dalam
upaya mencapai cakupan 100% di Surabaya. Dalam hal ini, tantangan teknis dan operasional
menjadi hambatan yang harus diatasi untuk mencapai cakupan penuh. Indikator keberlanjutan
dan ketahanan menjadi elemen penting untuk memastikan proyek penyediaan air ini dapat terus
berkembang sesuai dengan kebutuhan kota Surabaya di masa depan. Kolaborasi ini
menunjukkan bahwa collaborative governance dapat menjadi mekanisme efektif untuk
menciptakan sistem penyediaan air yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan tangguh bagi

masyarakat.

4. KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Kolaborasi antara PDAM Kota Surabaya dan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI)
dalam meningkatkan layanan air minum menunjukkan peran penting tata kelola kolaboratif.
Dengan pendekatan collaborative governance, kerjasama ini berhasil memperluas akses air
bersih di Surabaya, mencapai 92,65% dari kebutuhan rumah tangga. PT SMI berperan sebagai
fasilitator pendanaan dan teknologi, membantu PDAM mengatasi berbagai tantangan, seperti

keterbatasan infrastruktur, efisiensi, dan kualitas layanan. Teknologi pemantauan kualitas air
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yang diadopsi meningkatkan standar layanan air minum dan membantu mengurangi tingkat
kebocoran, yang masih tinggi di angka 24,79%.

Untuk meningkatkan cakupan layanan hingga 100%, PDAM dan PT SMI perlu terus
memperkuat koordinasi dan transparansi kontrak. Pengembangan infrastruktur yang lebih luas
dan penerapan teknologi mutakhir juga perlu dilakukan secara bertahap. Penelitian ini fokus
pada kasus PDAM Surabaya dan PT SMI, sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya
relevan untuk daerah lain dengan karakteristik berbeda. Studi lanjutan dapat meneliti
kolaborasi di wilayah berbeda atau dengan metode quantitative analysis agar hasilnya lebih
generalizable.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar PDAM Kota Surabaya dan PT Sarana
Multi Infrastruktur (SMI) terus memperkuat koordinasi dan transparansi kontrak untuk
meningkatkan cakupan layanan air minum hingga 100%. Pengembangan infrastruktur yang
lebih luas dan penerapan teknologi mutakhir juga perlu dilakukan secara bertahap. Hal ini
sejalan dengan temuan bahwa perencanaan kelembagaan yang inklusif dan desain kebijakan
yang mendukung kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk memperkuat penyediaan
layanan publik. Selain itu, karena penelitian ini fokus pada kasus PDAM Surabaya dan PT
SMI, hasilnya mungkin tidak sepenuhnya relevan untuk daerah lain dengan karakteristik
berbeda. Oleh karena itu, studi lanjutan direkomendasikan untuk meneliti kolaborasi di wilayah

berbeda atau menggunakan metode analisis kuantitatif agar hasilnya lebih dapat digeneralisasi.
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